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KETERKAITAN RENCANA TATA RUANG
DENGAN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM



OUTLINE :

RENCANA TATA RUANG

HIRARKI dan RENCANA TATA RUANG
PENGENDALIAN RENCANA TATA RUANG
MITIGASI PERUBAHAN IKLIM

KETERKAITAN RENCANA TATA RUANG DENGAN MITIGASI
PERUBAHAN IKLIM
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1. RENCANA TATA RUANG

Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk
menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi
penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang



1. RENCANA TATA RUANG

RTRW sebagai Rencana yang Bersifat Umum

Rencana umum tata ruang adalah rencana resmi pemerintah.... berisi
kebijakan utama mencapai wujud masa depan yang diinginkan dalam aspek
fisik lingkungan (ruang wilayah).

> Kebijakan adalah pedoman umum untuk mengambil keputusan yang mengandung suatu
komitmen.

> Kalau komitmen tidak ada, yang ada hanya janji-janji dan harapan saja, tetapi tidak ada
rencana (unless commitment is made, there are only promises and hope, but no plans)
(Peter F. Drucker)

o> Komitmen artinya kemauan yang kuat untuk menangqung konsekuensi tindakan atas
apa yang direncanakan/ ditetapkan.




1. RENCANA TATA RUANG

Karakteristik dari rencana umum

 fokus pada perencanaan fisik: meliputi elemen fisik pembentuk ruang yang terkait.

* berjangka panjand :yang berarti rencana umum bervisi kedepan dengan mengidentifikasi
kebutuhan masa depan.

e komprehensif:

* merencanakan semua elemen fisik yang penting.

« ada dasar kebijakannya, mengkaitkan rencana fisik dengan tujuan dan kebijakan ekonomi
dan sosial.

 bpersifat umum: menekankan rumusan isu utama atau ide besar yanqg bersifat skematis
sebagai kerangka masa depan.

Rumusan kalau terlalu umum menyebabkan point yang ingin disampaikan menjadi abstrak dan kabur
sementara kalau terlalu spesifik akan mengalihkan perhatian terhadap isu dan kebutuhan masa depan dalam
Jangka panjang (rencana detil spesifik disusun tersendiri)




1. RENCANA TATA RUANG

Materi RTRW

Dokumen RTRW dengan materi:

Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah

Rencana struktur ruang wilayah berkaitan dengan sistem permukiman dan sistem jaringan prasarana

Rencana pola ruang wilayah berkaitan dengan kawasan lindung dan kawasan budidaya

Penetapan kawasan strategis dapat berada dalam satu wilayah administratif atau dapat juga berada pada
lebih dari satu wilayah administratif

Arahan pemanfaatan ruang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang berisi arahan/ketentuan peraturan zonasi, perijinan, insentif dan
disinsentif, sanksi




2. HIRARKI DAN MUATAN RENCANA TATA RUANG

Menurut UU no. 26 /2007 Penataan Ruang :
produk rencana tata ruang di Indonesia
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2. Hirarki dan Muatan Rencana Tata Ruang

Muatan Rencana dan Kegunaannya

Rencana pola dan struktur ruang sebagai pedoman izin prinsip terdapat dalam RTRW

Rencana kawasan/blok sebagai pedoman izin site plan terdapat dalam RDTR
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Rencana perpetakan sebagai pedoman IMB (RTRK)




3. PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

PENYELENGGARAAN PENATAAN T T
RUANG (UU No. 26/2007) DARI NEGARA (UU No. 5/1960)
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ISU PENGATURAN PERUNTUKAN LAHAN:

KESESUAIAN PERUNTUKAN LAHAN

Kesalahan peruntukan lahan dalam dokumen rencana

karena keterbatasan informasi:

Lahan peruntukan kawasan hutan ternyata kenyataannya sudah ada ijin
perkebunan.



Adalah usaha pengendalian untuk mengurangi resiko akibat
perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan

emisi/meningkatkan penyerapan Gas Rumah Kaca (GRK)
dari berbagai sumber emisi.
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BAPPENAS

MITIGASI PERUBAHAN IKLIM

RAN GRK adalah pedoman untuk langkah-langkah dalam memfasilitasi mitigasi

perubahan iklim.

Komitmen Presiden
pada G-20 Pittsburgh dan COP15

Menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2020

Upaya sendiri

Upaya Sendiri dan
Dukungan internasionfd/

"~ PERPRES 61/2011
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Tentang RAN GRK

KEHUTANAN DAN
LAHAN GAMBUT

PERTANIAN

ENERGI DAN
TRANSPORTASI
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LIMBAH
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HUBUNGAN SINERGIS RAN-RAD GRK
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RAD GRK RAD GRK
Provinsi 1 Provinsi 2

RAD GRK adalah bagian dari RAN GRK

RAD GRK
Provinsi 3

www.bappenas.go.id



5. KETERKAITAN RENCANA TATA RUANG
DENGAN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM
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Perencanaan Lingkunga
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DAERAH RAWAN BENCANA
DI PROVINSI SUMATERA BARAT
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ZONASI KAWASAN LINDUNG
- Hutan Lindung

- Suaka Alam dan Cagar Budaya
[] Permukaan Air

ZONASI KAWASAN BUDIDAYA
Hutan Produksi

Hutan Produksi Konversi
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Perairan Darat
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DENGAN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM

BENCANA ALAM
PERUBAHAN IKLIM : L BANJIR
1. ALAM —— 3 “12. LONGSOR
2. AKTIFITAS MANUSIA S EBAKARAN HUTAN
MITIGASI PERUBAHAN IKLIM : _ RENCANA TATA RUANG : ) :
MENURUNKAN EMISI GRK 1. STRUKTUR RUANG l
- PUSAT PERKOTAAN AWAN BENCANA.
- SISTEM JARINGAN - JALUR EVAKUASI BENCANA

| KEGIATAN RAN — GRK : R e MAL ]
. PERTANIAN l - P i '
]

- KAWASAN RAWAN BENCANA

1

2. KEHUTANAN DAN TANAMAN GAMBUT - KAWASAN LINDUNG
3. INDUSTRI - KAWASAN BUDIDAYA
4
5

. ENERGI DAN TRANSPORTASI |
. PENGOLAHAN LIMBAH J




6. REKOMENDASI

1. Perlu menyiapkan base data yang lengkap, sehingga rencana
vang dihasilkan bisa komprehensif

2. Rencana Tata Ruang suda
ingkungan hidup (rawan

3. Pentingnya dilakukan eva
pemanfaatan Ruang)

N mempertimbangkan aspek
oencana, mitigasi perubahan iklim)

uasi dan monitoring (pengendalian



TERIMA KASIH
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